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PUTUSAN
Nomor: 0515/Pdt.G/2010/PA.Pl h

Bl SVIILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUH ANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili

cerai perkaﬂsat pada tingkat pertama dalam persidangan

Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT  umur 45  tahun, agama Islam, pendidikan
MEA,

pekerjaan Ibu Rumah  Tangga, tempat tinggal di
KABUPATEN

TANAH LAUT, selanj%EE/&Nﬂ\ilsebut sebagai " Penggugat",

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan

Bengkel Sepeda Motor, tempat tinggal di KABUPATEN
HULU

SUNGAI TENGAH (BARABAI), selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi,
keluarga/orang

dekat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa  Penggugat dalam  surat Gugatannya
tertanggal 27
Desember 2010 vyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama

Pelaihari dengan register Nomor 0515/Pdt.G/2010/PA.Plh
tanggal 27

Desember 2010, telah mengaj ukan hal - hal yang pada

pokoknya adalah
sebagai berikut

1. perfeRahdmn %Ehﬂg ditAt APribl enl98EbgaangggRtat aend@ik anT ercgat

mel
Eg\% ANAH LAUT, Kutipan Akta Nikah Nomor:
1/5/1/231/04/1V /1986 tanggal 14 April 1986);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat
tak)'/f’:\%g talk‘)’jluknyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah
tersebut;
1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indone5|a

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  Tergugat
berfemP  di  rumah orangtua Penggugat di  KABUPATEN TANAH

LAUT

selama 4 tahun , kemudian pindah dan bertempat di
rumah bersama

yang dibikinkan oleh orangtua Penggugat di  KABUPATEN
TANAH

LAUT selama kurang lebih 20 tahun. Pada awal pernikahan,
Penggugat

dengan Tergugat telah  hidup rukun sebagaimana layaknya
UAMANAKY lymur 21 tahun
gan ANgK Unidhur 24 €4908; anak bernama :

4, Bahwa sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur 8

bu'Bthg%%tara dengan Tergugat terus- menerus terjadi
perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah

tangga_l_d|seba*bkan rqtar%alalr%enlkah dengan wanita lain yang

berge a%aM'y%'r%ng lebih 10  bulan, namun  setelah itu

antara  Penggugat
dengan Tergugat bisa rukun lagi.

b. Bahwa sejak  Tergugat kawin lagi tersebut hubungan
rur%%QarganQQSenggugat dengan Tergugat kurang harmoni s,
antara

Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena
Tergugat sering

C. beng}_lat kaspaardakepagel tPenggugeﬁ;[Un 2007 Tergugat berbuat

kasI§engg e?g(rjgugat melempar meja ke arah Penggugat
hampi r

mengenai Penggugat, selain itu Tergugat sering sekali
mel emparkan

kata kata kasar seperti  bungul, tambuk, bangsat, dan

kata kata kasar
d. yamantéakny&ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat

der1fgergugat terjadi pada hari Kamis tanggal 14  Oktober
2010 Tergugat

mel akukan tindak kekerasan lagi kepada Penggugat,
yaitu  mencekik
Penggugat, dan membanting Penggugat ke lantai,

setelah itu
Penggugat pergi mendatangi rapat BP 3 dan setelah

g datang
kergl%yﬁ FUGARD tel aH U per JTENBRAIAGgal KBFNCPRRAan. Menghubungi

Terr%etganyakgﬁn bagaimana maksud Tergugat meninggal kan
Penggugat,
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lalu Tergugat menjawab saya sudah tidak mau lagi pulang
kerumah,
dan saya tidak lagi suka kepada Penggugat.;

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah

plsf"nggaefmp&‘an tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya
suami istri
hingga sekarang sudah 2 bulan 13 hari, dan selama itu pula
Tergugat tidk

pernah memberikan nafkah wajib kepada Peng?uga; )
Bahwa penggugat tidak sanggup agi hidup rukun

berl%grné%a S|rkgap9a$<asar Tergugat kepada Penggugat,oleh karena itu

jalan yang
terbaik men urut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,

Penr%grtll)ggtakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan
Tergugat
dan mohon diceraikan saja;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perlkna}r_a

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon
kepada Ketua
Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Prim@iéengabulkan gugatan Penggugat:
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
putus

karena perceraian;

3. Maeambebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Subsider:
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri
persicﬂ%\erq1 Qﬁuyjap seoclfangkan Tergugat telah tidak datang menghadap
dan tidak
menyuruh orang lain wuntuk datang menghadap sebagai kuasanya,
meskipun
menurut relaas panggilan dari Pengadil an Agama Pelaihari
Nomor :
0515/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 07 Januari 2011 dan tanggal
10 Februari
2011 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan
patut dan
resmi, sedangkan ketidak- hadirannya tidak disebabkan oleh
sesuatu alasan
yang sabh;
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Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pen ggugat

peruba%egﬁajélalﬁ%rrh surat gugatan terhadap alamat Tergugat;
Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan
naseh 1" gyada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan  Penggugat

isinyé(ar{%tap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Gugat
Penggug AR mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:
1/5/1/231/04/1V /1986 Tanggal
14 April 1986  yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
R ASRHATERSTRRAH LAUT (P-1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630101
43 ?éErS]S 5?01 . .
ggal ~"14 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Camat KABUPATEN
TANAH
LAUT (P- 2);
Menimbang, bahwa selain al at bukti tersebut diatas,

Penggugat telah
dapat menghadapkan saksi- saksinya, vyaitu:
SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

temRibUP}l\Lﬂggq'[ANAﬁ' LAUT, menerangkan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:
Bahwa, Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan  saksi juga

meBgﬁaeglugatsuamylang bernama TERGUGAT, namun  saksi sudah

lupa
kapan mereka menikah, sebab ketika  Penggugat dengan
Tergugat
ikah, sal SI aﬁlh keci | dan  mereka telah dikaruni(?i
@J]wa, pada awalnya rumah tangga mereka rukun an
harmoni s,
namun ' sejak lebih dari enam bulan yang lalu, antara
Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
, yang
disebabkan Tergugat bersikap sangat kasar kepada

Penggugat, dan
sering mel akukan kekerasan terhadap Penggugat dalam

rumah

tangga, dan  sekarang mereka telah berpisah tempat
tinggal 6 bulan

lamanya,;
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Bahwa, selama berpisah dari Penggugat, Tergugat
maﬂgmarganya tidak pernah melakukan usaha- usaha damai
untuk
kumpul kembali;
Bahwa, sak si tidak sanggup lagi mendamai kan

Peq_%guggat ?(narena Penggugat bersikeras tetap tidak mau
lagi kumpul
dengan Tergugat.

SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Bawasda,

tem %tggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah saudara sepupu saksi;

Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan  saksi juga
meB%ﬁBS'ugats ylang bernama  TERGUGAT, namun  saksi sudah
lupa
kapan mereka menikah, sebab ketika  Penggugat dengan
Tergugat
menikah, saksi masih kecil, dan mereka telah dikaruniali
ar%@wlwa, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan
harmoni s, . . .
namun ' namun sejak lebih dari enam bulan vyang lalu,
antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran,
yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat,
dan saksi

pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, dan

kr%@v%el ahSehAT sarPeLR] §RN bul 47 okioBEPIgegst.  Tergugat

akl uarganya tidak pernah melakukan usaha- usaha damai

untuk
kumpul kembali;
Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamai kan
Pe u A .
I:}%ggggat karena Penggugat bersikeras tetap tidak

mau lagi  kumpul
dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi
Penggb%rsteburtnenyatakg%s membenarkannya dan menyatakan tidak

mengajukan tanggapan lagi, dan pada kesimpulannya Penggugat
tetap ingin
bercerai dari Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;
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Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini

ditunjclljjtéUpkepada berita acara persidangan dan dianggap telah
termuat dalam
putusan;

TENTANG HUKUMINYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat
adalah . . . )

sebagarmana diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2)

Undan%r—]%r?da%g Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
diubah dengan

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  perubahan kedua
dengan

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradil an
Agama, perkara

gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute
competentie Peng%dl lan
Agam Avlemm ang, ahwa berdasarkan keterangan Penggugat,

dengarqlkLﬁElléﬁn tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2)

maka harus

dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan
Agama

Pelaihari;

Memmbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda
fotokop| sahp Kutipan Akta nikah adalah suatu akta autentik,
karena dibuat
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku oleh
pejabat yang

berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna, selama
tidak dibuktikan kepal suannya, oleh karena itu harus

dinyatakan terbukti
bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah
terikat

dalam pernikahan ang sah, dan oleh karenanya Pen gugat
ber haMeniphang, bahwa  gugatan Penggugat pada pokoknya

nepaeliRERherkara naria auget  teRBAAARKBAYUYAkEUL  talak  satu

bain Tergugat

terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan
rumah

tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
yang secara

lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan
telah  dicantumkan

dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah
memenuhi  syarat

formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga

perkaranya dapat
diterima untuk dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo.

PeratuPF§%I %’lemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan
Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa
perdata yang

diajukan ke Pengadilan Agama di wajibkan terlebih dahulu

di  upayakan
perdamaian melalui Majelis Hakim dan mediator, akan tetapi
dalam perkara
ini Tergugat yang telah di panggi | untuk datang

menghadap persidangan,
tidak  pernah  hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk datang

menghpiaPmbarsgPag dahwakuasamepgugatseniyim@a tel®Rya tide@mai dat g

medi agi i
egbﬁk?ag]ngggdkigquan,tidak pula mengutus orang lain  sebagai
kuasanya,
meskipun telah  dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak

hadiran Tergugat
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka
Tergugat yang
tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149

R.B erkara ini
g lel 'tr@bar@n;anbw_@tekperdasarkan keterangan saksi- saksi

harus
diatasP ngﬁjlﬁgpaa{h di muka persidangan bahwa antara  Penggugat
dengan
Tergugat adalah suami- isteri, pernyataan mana telah

sesuai dengan bukti

tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka harus
dinyatakan bahwa

hubungan hukum  antara Penggugat dengan Tergugat telah
terikat  oleh

perka\y\%’ﬁ‘b@%‘%agai baliudhi REEIISATLAY sarketerangan Penggugat

keterar?aan saksi- saksi dari keluarga Penggugat di muka
persidangan yang

menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi

perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan oleh
Tergugat yang sering

bersikap kasar kepada Penggugat, serta pernah pula
melakukan kekerasan

terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan antara
Penggugat  dengan

Tergugat berpisah tempat tinggal tidak kumpul lagi
sebagaimana layaknya

suami isteri selama 6 bulan, maka Majelis Hakim menemukan

fakta bahwa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis
lagi dan tujuan

perkawinan  sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang
Nomor 1

Tahun 1974 tidak tercapai ;
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Menimbang, bahwa  berdasarkan keterangan Penggugat

keluapgg Sglt(ahggugat di muka persidangan yang menyatakan
telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Dan saksi

keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka tidak
sanggup lagi

untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat
bahwasanya

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah
terpemidhimbang,  bahwa Penggugat  menyatakan sangat  benci
'égﬁgﬂgwa glm@an bgregggm?kan dapall’er%‘t?gea{ttImbankgakr%rr}anya Majelis

berpendapat  bahwa
kebencian  Penggugat terhadap Tergugat telah  memuncak dan

jika
ES:EZ\N HE) dltebr ?/\'/(aanMa;ellkaMaklmm%%dr?%atmenger:’[t]gdn%%rk?lzan dgmg
Kitab atul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai
berikut;
Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami
sudah ﬁ‘?é““”céapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga
keteMFG e"daM4A Kitab  Fighus Sunnah juz Il halaman

208, lbnu Sina dalam
Kitab A;y Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan

jangan OIIk lutup RaM8ha menutup  mati jalan perceraian akan

mengakibatkan beberapa

bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at
suami  isteri sudah tidak

saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan
untuk t etap berkumpul

diantara mer eka berdua justru akan ber tambah

jelek, pecah dan
Meninkengupahalpaa mdpgediasakkklart ;fakta- fakta tersebut diatas
Majelis
berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat
dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus dan tidak
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mungkin  lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian
gugatan

Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup
beralasan dan tidak

mel awan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2)

Undang- Undang

Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19  huruf (f ) Peraturan
Pemerintah  Nomor 9

tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f ) Kompil asi Hukum
Islam, oleh karenanya

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1)
dan (2)

Undang Undang Nomor 7  tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50

tahun

2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Pelaihari

untuk  mengirimkan  salinan putusan ini setelah mempunyai

kekuatan hukum

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal
Penggugat

dengaMerThmbyu‘@at ser bahwkepada bePelpsaak arPencat dtedoNikah  di tEekpas

%%Iﬁgﬁ%? ma oa?an '(l}gggugat %?ar{ésungElgéﬁl unlizl?ws'dlca?glf %a arh

Kk (1 dlsebutkan bahwa Petugas Meja IIl bertugas
&eg% U %n:% K ?
pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang
telah diputus oleh
Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan
Agama
diman éfﬂ?é\ﬁ}gn anPaA  ReT AARATK Bmpdtal Bara SEPRIRI BEPGomiSiFFL U
maka apast dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50
Tahun 2009
tentang Peradil an Agama adalah sebagaimana yang telah
ditindak lanjuti

oleh Buku 11 Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis
Administrasi

dan Teknis Peradil an Agama, oleh karenanya Pengadil an
Agama Pelaihari

merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadil an

Agama Pelaihari
untuk MeniieRgngd mk RANWapemBeF kKRuahni  terfBARRSUK el aRal afer j i P8

RRIGE PERIAY SRR ketentuan Pasal 89  ayat H Undang
gjlrméﬂés NUBEr Pengadilan  kepada Pegawai Pencatat ikah yang
bersangkutan;
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taHakim128@gotyang telah diubah untdkkinkefioggotkalinya dengan
Undang- Undang

Nomor 50 Tapun 2009 maka biaya perlkt@r,a ini dibebankan
kepada

P t: .
engg%mﬂmaN(k@UMBEFse,ga&H., Matentuan Hper AHMAD ZAKEr \ENANE,

r?u'k'um“%‘i'/%?%a”yaﬁ%” berkpaharer denpamggeertkara ini;

MENt%ADI L

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan
resmi dan ABD. HADI
patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Per ingbaghn&iie¥R §854PAR Penggugat dengan verstek:

3. _Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat
gTERél'J'EX@T) Pepdafhaean @ Rp_ 30.000,00

. PBIGYGg AT NpENGESIGASS" ATK : Rp  50.000,00

3. Biaya Panggilan ’ . Rp 176.000,00

4 memedintahkan Panitera Penggdilan 5 008gema Pelaihari

Bmtrjr%(e%"inrq?ﬁli(an salinan putusan RPini 6&9%1%% ¥ mempunyai
kekuatan  huk mlah Rp 267.000,00
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di  Wilayah tempat
tinggal
Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah
ditempat
perkawinan Penggugat dan  Tergugat dilangsungkan untuk
dicatat  daJam

5(.j daM&?:begéﬂba@ise&}lié‘Nﬁn u?l?[}&arﬁu; sebesar Rp 267.000,00
( uf?}ulurk‘?1 Lfujuhenrl u rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu
2011 taN/%gg‘rhi %grtel\élgrt%[n dengan tanggal 18 Rabiul Tsani
1432 Hijriah oleh
kami Drs. AHMAD ZIADI sebagai Hakim Ketua, H. ANTUNG
JUMBERI,

SH.,M.H.l. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H .I. masing- masing
sebagai

Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari
ini juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Hakim

Hakim Anggota tersebut dan ABD. HADI sebagai Panitera

Pengganti serta .
dihadiri pula oleh Per{aaﬂ&tK%t%a hadirnya Tergugat.

ttd,

Drs. AHMAD ZIADI
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